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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN

Menimbang

URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah harus
dilakukan secara objektif dan akuntabel;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah Tahun 2017-2018 sudah tidak
sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS
dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut
Pengawas Pemerintahan adalah Jabatan Fungsional yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, di
luar pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh
PNS.

Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya
disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi
Pemerintah  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB
adalah  pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
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harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota.

9. Instansi Pembina Pengawas Pemerintahan, yang
selanjutnya  disebut Instansi Pembina, adalah
Kementerian Dalam Negeri.

10. Uji Kompetensi penyesuaian/inpassing Pengawas
Pemerintahan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi
adalah suatu proses untuk menilai pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku PNS dengan standar
kompetensi jabatan.

11. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam
Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah
lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang
urusan pemerintahan dalam negeri bagi pegawai
aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dan

Pemerintah Daerah.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman
bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan

kegiatan Penyesuaian/Inpassing Pengawas Pemerintahan.

BAB II
PENETAPAN FORMASI

Pasal 3
(1) PPK menyampaikan formasi Pengawas Pemerintahan
kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal sebelum
mengusulkan Penyesuaian/Inpassing PNS ke dalam
Pengawas Pemerintahan.
(2) Jumlah formasi Pengawas Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan
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Pengawas Pemerintahan dan kebutuhan pegawai

sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.

Usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang;

b. inspektorat jenderal/inspektorat utama/inspektorat
pada  kementerian/lembaga  pemerintah  non
kementerian pembina dekonsentrasi dan atau tugas
pembantuan paling banyak 48 (empat puluh
delapan) orang;

c. inspektorat daerah provinsi paling banyak 60 (enam
puluh) orang; dan

d. inspektorat daerah kabupaten/kota paling banyak
48 (empat puluh delapan) orang.

Usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan

organisasi untuk menjamin keseimbangan antara beban
kerja dan jumlah formasi pejabat pengawasan pada

setiap jenjang.

Pasal 4

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Pengawas Pemerintahan

pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah ditujukan bagi:

a.

PNS yang pernah dan/atau masih melaksanakan tugas di
bidang pengawasan berdasarkan keputusan PyB;

PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai
dengan formasi jabatan fungsional dan telah
mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
PNS yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi,
administrator, pengawas dan pelaksana yang memiliki
kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki
dengan Pengawas Pemerintahan yang akan didudukinya;
dan

PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam

jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka
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